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BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa administrasi kependudukan merupakan dasar
bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan publik sehingga data kependudukan
yang akurat, mutakhir, dan terpadu perlu diwujudkan
melalui tertib pencatatan dan pelaporan perpindahan
penduduk;

. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, setiap penduduk yang telah menetap di
alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengurus
perpindahan domisili serta penerbitan kartu keluarga
dan kartu tanda penduduk elektronik sesuai dengan
alamat yang baru;

bahwa untuk memastikan kepatuhan masyarakat
terhadap ketentuan perpindahan domisili, diperlukan
pengaturan yang memberikan kepastian hukum,
keseragaman tata cara, serta efektivitas pelaksanaan
administrasi kependudukan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, hurul b, dan huruf c periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi
Kependudukan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan,
pengelolaan, dan penerbitan dokumen kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawali negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah
yvang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki
nomor induk pegawai secara nasional.

Penduduk Pendatang adalah penduduk asal luar Daerah
yang masuk dan bertempat tinggal di Daerah namun
secara administratif tidak tercatat sebagai penduduk di
Daerah

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, instansi
pemerintah, badan hukum, atau badan usaha lainnya di
lingkungan pemerintah maupun swasta  yang
mempekerjakan tenaga kerja dan memberikan upah, gaji,
atau imbalan dalam bentuk lain, serta bertanggung jawab
atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan
kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pindah Kependudukan adalah proses perubahan alamat
domisili dan data kependudukan dari daerah asal menjadi
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18.
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Kabupaten Konawe Utara, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
kependudukan serta pengelolaan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengolahan, dan penyajian data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Kependudukan adalah data perseorangan hasil
Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang mencakup
Nomor Induk Kependudukan, biodata penduduk, data
keluarga, serta data mengenai peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dihimpun, dikelola, dan
disajikan oleh instansi pelaksana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Masa Kerja Lebih dari 1 tahun adalah jangka waktu
seseorang telah menjalankan hubungan kerja secara
terus-menerus selama lebih dari satu tahun kalender
terhitung sejak tanggal mulai bekerja sebagaimana
tercantum dalam perjanjian kerja, surat Kkeputusan
pengangkatan, atau dokumen penetapan lainnya.
Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara Pemberi
Kerja dan Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak, yang dibuat secara tertulis
berdasarkan hubungan kerja, serta berlaku untuk
perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu
tidak tertentu, maupun bentuk hubungan kerja lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pelaku
usaha untuk memulai dan/atau menjalankan kegiatan
usaha, yang diterbitkan melalui sistem pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Dinas Dukcapil sebagai hasil pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang memuat
data identitas Penduduk dan memiliki kekuatan hukum
sebagai bukti administrasi kependudukan.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
dokumen kependudukan yvang memuat data lengkap
mengenai kepala keluarga dan anggota keluarga dalam
satu keluarga, dan diterbitkan oleh Dinas Dukcapil sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas Dukcapil berbasis Nomor Induk
Kependudukan melalui proses perekaman data secara
elektronik.

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia, yang
selanjutnya disingkat SKPWNI adalah dokumen
kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal sebagai
dasar perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke
alamat tujuan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia, yang
selanjutnya  disingkat SKDWNI adalah dokumen
kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
daerah tujuan sebagai bukti bahwa penduduk warga
Negara Indonesia telah melapor datang dari daerah asal
untuk dicatat sebagai penduduk yang pindah datang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin
akurasi data penduduk, menertibkan Administrasi
Kependudukan, dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. menyediakan data penduduk yang akurat dan
mutakhir;
b. mewujudkan ketertiban pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;
c. meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan;
d. memberikan kepastian hukum dalam penerbitan
dokumen kependudukan; dan
e. mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk
pelayanan publik dan perencanaan pembangunan
daerah.

BAB IIL
KEWAJIBAN PENDUDUK PENDATANG
Bagian Kesatu
Kewajiban Pindah Kependudukan
Pasal 3

Setiap Penduduk Pendatang vang bekerja dan/atau
bertempat tinggal di Daerah lebih dari 1 (satu) tahun
secara berturut-turut wajib segera memproses Pindah
Kependudukan menjadi penduduk di Daerah.
Pengurusan Pindah  Kependudukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender sejak terpenuhinya Masa Kerja
Lebih dari 1 (satu) tahun.
Setiap Penduduk Pendatang yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan layanan Administrasi Kependudukan

tertentu; dan
c. Bagi ASN, tidak memiliki hak wuntuk menerima

tunjangan penghasilan pegawai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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(2)

(3)

(1)
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(3)

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 4

Penduduk Pendatang yang telah bekerja dan/atau
bertempat tinggal di Daerah selama lebih dari 1 (satu
tahun bulan wajib mengajukan permohonan Pindah
Kependudukan.
Permohonan Pindah  Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Dukcapil
dengan mengisi Formulir Permohonan Pindah Datang
Warga Negara Indonesia dan melampirkan persyaratan
administrasi berupa:
a. fotokopi KK;
b. KTP;
c. surat keterangan masa kerja dari Pemberi Kerja bagi

pekerja sektor swasta;
d. surat keputusan penempatan dari instansi berwenang

bagi pekerja dari instansi pemerintah atau BUMD; dan
e. surat kuasa bermeterai cukup, apabila permohonan

diajukan oleh kuasa, disertai identitas asli pemberi

kuasa dan penerima kuasa.
Berdasarkan permohonan secbagaimana dimaksud pada
avat (2), Dinas Dukcapil daerah asal menerbitkan SKPWNI
yang memuat data kepindahan, alamat tujuan, serta
daftar anggota keluarga yang ikut pindah.
Penduduk Pendatang menyampaikan SKPWNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas
Dukcapil untuk mendapatkan SKDWNI.
SKDWNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai dasar perubahan Data Kependudukan, penerbitan
KK dan KTP bagi yang bersangkutan.
Proses penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima telah

lengkap.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
Bagian Kesatu
Kewajiban Umum

Pasal 5
Pemberi Kerja wajib melakukan pendataan terhadap
setiap Penduduk Pendatang yang dipekerjakan dan/atau
ditempatkan di Daerah.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sejak hari pertama Penduduk Pendatang mulai
bekerja atau ditempatkan pada unit kerja di Daerah.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
identitas lengkap Penduduk Pendatang;
alamat domisili sementara;
nomor KTP dan KK asal; dan
masa kerja atau penugasan yang ditetapkan dalam
Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja.

oo



(4) Pemberi Kerja wajib memfasilitasi Pekerja Pendatang
untuk melakukan proses Pindah Kependudukan.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
penyediaan dokumen pendukung, pemberian informasi
prosedur, serta koordinasi dengan Dinas Dukcapil apabila
diperlukan.

(6) Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan pendataan
Pekerja Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Dinas Dukcapil secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
untuk dasar pengawasan pemenuhan kewajiban
kependudukan.

(7) Pemberi Kerja wajib mencantumkan klausul kewajiban
Pindah Kependudukan dalam Perjanjian Kerja yang
memiliki Masa Kerja Lebih Dari 1 (satu) Tahun.

Bagian Kedua
Kewajiban Khusus Pemberi Kerja Swasta
Pasal 6

(1) Pemberi Kerja wajib melaporkan data Pekerja Pendatang
yang telah mencapai masa kerja 1 (satu) Tahun kepada
Dinas Dukcapil dan Perangkat Daerah yang membidangi
urusan transmigrasi dan tenaga kerja secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memuat informasi mengenai:
a. jumlah Penduduk Pendatang yang telah bekerja;
b. jumlah Penduduk Pendatang yang telah melakukan

Pindah Kependudukan; dan
c. jumlah Penduduk Pendatang  yang belum
melaksanakan kewajiban pindah kependudukan

(3) Bukti pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan
administratif dalam proses perizinan berusaha dan/atau
perpanjangan izin usaha bagi Pemberi Kerja.

Pasal 7

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. Peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pembekuan layanan perizinan berusaha; dan
d. pencabutan perizinan berusaha;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Khusus Instansi Pemerintah
Pasal 8
(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data
kependudukan ASN yang berada di  bawah
kewenangannya.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)



(3)
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tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam
rangka penataan administrasi kepegawaian.

Hasil verifikasi data kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia sebagai dasar
penataan administrasi pegawai dan/atau pembaruan data
kepegawaian.

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas
keabsahan dan kelengkapan data yang dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian keempat
Kewajiban Khusus BUMD
Pasal 9

Kepala BUMD wajib melakukan verifikasi Data
Kependudukan karyawan secara berkala untuk
memastikan kesesuaian dengan data base kependudukan
di Daerah.

Dalam hal Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja wajib
mencantumkan klausul kesediaan untuk melakukan
pindah domisili apabila masa kerja diperkirakan lebih dari
1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Bupati melalui Dinas Dukcapil melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
kependudukan di Daerah.
Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
sosialisasi;
bimbingan teknis;
layanan keliling;
pemantauan; dan/atau
evaluasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

oo T

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Administrasi

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dilakukan oleh tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

unsur:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi urusan
administrasi umum;

¢. Dinas Dukcapil;

d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
ketenagakerjaan;

e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan
dan pelayanan terpadu satu pintu;

[. Perangkat daerah yang membidangi urusan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;



g. Perangkat daerah vang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
h. satuan polisi pamong praja.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
verifikasi data lapangan dan audit kepatuhan Pemberi
Kerja.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu.

(5) Hasil pengawasan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaporkan kepada Bupati.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
(1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan
Bupati ini, Kepala Dinas Dukcapil menetapkan edaran
terkait penertiban petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan
Bupati ini.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Surat Edaran Bupati yang ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Bupati

ini diundangkan.
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

n di Wanggudu
380G orTopelt 2025

RAH KABUPATEN KONAWE UTARA, -q’

-
—————

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .65
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